GUNTINGAN BERIT A LIN GKUN GAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS Tg/Bn/Thn : 09/01/2009
Subyek : Hari : Jumat
Kata Kunci Halaman : 24

Penyidikan Pembalakan di Riau Bisa Dilanjutkan

Kepolisian pada prinsipny a dapat melanjutkan penyidikan kasus pembalakan liar yang diduga
dilakukan 13 perusahaan di Riau, meski tanggal 23 Desemnber lalu sudah dikeluarkan surat
peintah penghentian penyidik an atas seluruh kasus tersebut. Demikian penegasan Kepala Divisi
Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderd Abubakar Nataprawira, Kamis (8/1) di Medan,
Sumatera Utara.

"Saya dengar sudah ada yang menggukan gugatan praperadian atas keluarnya SP3 (surat
perinteh penghentian penyidikan) itu. Siapa pun yang merasa tak puas dengan keluarnya SP3
kasus terebut, slakan mengajukan gugatan praperadilan. Jika nanti pengadilan memutusk an
bahwa SP3 itu tidak sah, polisi jelas akan mengangkat kembali kasus tersebut,” tambah
Abubakar.

Namun, lanjutnya, jka polisi kembali menyidik kasus itu, tdak ada jaminan pihak kejaksaan
akan menerusk an berkas penyidikannya ke pengadilan. “Terbitnya SP3 oleh Polda (Kepolisian
Daerah) Riau tak lepas dai bolak-bdiknya berkas penyidkan dari kepolisian ke kejaksaan
hingga sembilan kali,” papar Abubakar.

Sebagaimana diberitkan, pada tanggal 23 Desember 2008 Polda Riau mengduarkan SP3
terhadap kasus pembalakan liar yang dituduhkan kepada 13 perusahaan di Riau. Dai 14
perusahaan yang diproses terkat kasus pembdakan liar, hany a kasus yang melibatkan PT Ruas

Utama Jaya yang dilanjutkan penyidik annya.
Persepsi berbeda

Menurut Abubakar, ada persepsi hukum yang bebeda antara polisi dan kejaksaan terhadap
pdanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Polisi
menganggap ke-14 perusahaan yang merupakan anak perusahaan dua industri besar bubur
kertasdan kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (Grup Raa Garuda Mas) dan PT Indah Kiat
Pulp and Paper (Grup Sinar Mas) mdanggar UU Kehutanan.

Sdah satu yang dijadikan alasan polisi, kata Abubakar, adalah fakta izin hutan tanaman industri
(HTI) ternyata dikeluarkan di hutan rimba yang memiiki tegakan kayu dengan diameter sampai
1 meter lebih, sesuatu yang jelas dilarang UU Kehutanan. Selain itu, polisi berbekd k eterangan
saksi ahli darilInstitutPertanian Bogor.

"Namun, kejaksaan berpegang pada saksi ahli dari Departemen Kehutanan dan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup, yang menyatakan tidak ada pelanggaran dalam kasus tersebut.
Kaena itu, berkas penyidkan bolak-balk terus Kami juga mempertimbangkan kepastian
hukum Kasus ini tidak boleh digantung terus dan hanya kejaksaan yang mempunyai
kewenangan agar berkasperkaranya dilimpahkan ke pengadilan,” kata Abubakar lagi.
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